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PRAKATA PENULIS

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal sebelum keluarnya Undang-
Undang Cipta Kerja berlaku untuk semua pelaku usaha baik mikro, kecil
maupun menengah (Pasal 4 UU/33/2014. Setelah keluarnya Undang-Undang
Cipta Kerja bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil, cukup dengan pernyataan
pelaku usaha yang hanya didasarkan pada standar halal yang ditetapkan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau melalui self declaire.
Jaminan kehalalan pada produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil tidak didasarkan pada Proses Produk Halal (PPH) oleh Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH). Padahal hasil dari Proses Produk Halal (PPH) itu
merupakan dasar atau alasan yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) ketika mengeluarkan fatwa halal atas produk tersebut. Hal tersebut
berpotensi risiko melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 UU/8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari buku ini adalah untuk menyajikan hasil Analisis politik hukum
perubahan peraturan jaminan produk halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
ketentuan hukum jaminan produk halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil; dan
perlindungan hukum konsumen terhadap Produk Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil. Pembahasan buku ini juga telah melibatkan stakeholder terkait sebagai
bahan acuan analisis seperti: Kementerian Koperasi dan UMKM (Deputi
Bidang Usaha Mikro dan Deputi Bidang Usaha Kecil), Badan Jaminan Produk
Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik Majelis
Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan sejumlah Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku
Usaha Kecil.
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BAB

PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN
JAMINAN PRODUK HALAL PASCA
LAHIRNYA UU CIPTA KERJA

A. PENGANTAR

Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah disahkan dan ditandatangani
oleh Presiden Jokowi tanggal 2 November 2020 dan resmi menjadi Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja
merupakan hasil negosiasi antara Pemerintah dan fraksi DPR. Perdebatan
muncul terkait dengan faktor kepentingan politik antara pemerintah dengan
fraksi partai politik di DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Di sinilah produk hukum atau peraturan perundang-undangan tidak bisa lepas
dari dinamika konfigurasi politik yang setiap periodenya memunculkan
perubahan hukum atau penambahan norma baru berdasarkan perjuangan
politik antar lembaga eksekutif dan legislatif (Jahar & Thalhah, 2018, p. 387).

Undang-Undang tentang Cipta Kerja berhasil merampingkan sekitar 79
Undang-Undang dan 1.239 pasal menjadi 15 bab dan 174 pasal yang dibagi ke
dalam 11 klaster, termasuk di dalamnya ada UU/33/2004 tentang Jaminan

Produk Halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal masuk ke dalam klaster
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TEORI HUKUM PERLINDUNGAN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. TEORI POLITIK HUKUM

Politik hukum merupakan legal policy atau garis kebijakan resmi tentang
hukum yang hendak diterapkan baik dengan pembuatan hukum baru maupun
dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (MD,
2017, p. 3). Lebih lanjut, Moh. Mahfud MD mengemukakan tiga kriteria untuk
mengetahui dan menganalisis politik hukum dari setiap kebijakan yang
dikeluarkan atau ditetapkan oleh negara, yaitu: 1) latar belakang (politik,
ekonomi, sosial dan budaya) dibuatnya peraturan perundang-undangan; 2)
pemberlakuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tujuan
negara; dan 3) penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan (MD, 2017,
pp. 3-4). Definisi politik hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, di
antaranya (Lubis, 2014, p. 3) (Santoso, 2021, pp. 4-5):

Pertama, Padmo Wahyono. Politik hukum sebagai kebijakan
penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah,

bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang
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KONSEP LABELISASI PRODUK DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. KONSEP JAMINAN PRODUK HALAL USAHA MIKRO DAN KECIL
1. Pengertian dan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Istilah jaminan produk halal terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu jaminan,
produk, dan halal. Pengertian jaminan menurut etimologi adalah tanggungan
atau garansi atau kepastian hukum (Bahasa, n.d.). Produk adalah barang
dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang
gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat
(UU/33/2014). Sedangkan halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah
dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah
dalam Kitab-Nya; sedangkan vyang tidak dijelaskan-Nya adalah yang
dimaafkan (Indonesia, 2019, p. 4). Berdasarkan ketiga kata di atas, yang
dimaksud dengan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap
kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal yang
dikeluarkan oleh lembaga atau badan yang diberikan otoritas untuk

mengeluarkan sertifikat halal (Pasal 1 ayat (5) UU/33/ 2014).
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PERATURAN JAMINAN PRODUK
HALAL UMKM

A. PERATURAN JAMINAN PRODUK HALAL

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evi Sopiah dkk; 2022)
menyatakan bahwa Kajian terhadap perubahan peraturan jaminan produk
halal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam UU/11/2020 tentang Cipta
Kerja menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan politik hukum sebagai
suatu disiplin ilmu dan pendekatan politik hukum nasional sebagai suatu fakta
atau realitas. Kedua pendekatan ini merupakan ilmu bantu untuk mengkaji
atau menganalisis masing-masing kriteria dari teori politik hukum yang
dikemukakan oleh Mahfud MD. Kriteria tersebut, di antaranya: 1) latar
belakang (politik, ekonomi, sosial dan budaya) dibuatnya peraturan
perundang-undangan; 2) pemberlakuan peraturan perundang-undangan
untuk mewujudkan tujuan negara; dan 3) penegakan hukum di dalam
kenyataan lapangan (MD, 2017, pp. 3-4).

Pertama, kebijakan politik pemerintah untuk mewujudkan Indonesia
sebagai pusat produsen halal dunia didukung oleh posisi Indonesia sebagai

negara berpenduduk keempat terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduk
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam buku ini, setidaknya

terdapat beberapa poin penting sekaligus menjadi perhatian utama, maka

dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1.

Politik hukum perubahan peraturan jaminan produk halal di
latarbelakangi oleh beberapa aspek, di antaranya: kebijakan politik
pemerintah yang menghendaki Indonesia sebagai pusat produsen halal
dunia; perubahan peraturan jaminan produk halal dalam rangka
mewujudkan tujuan negara, yaitu untuk memajukan kesejahteraan
umum; dan penegakan hukum terhadap jaminan produk halal tidak
efektif dilaksanakan, sehingga diperlukan aturan khusus terkait dengan
jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil;

Kaidah hukum kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk semua jenis dan
kriteria pelaku usaha. Tetapi, prosedur pengurusan sertifikasi halal bagi
pelaku usaha mikro dan kecil diatur secara khusus agar supaya dapat

mengakomodir hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen;
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GLOSARIUM

Halal = sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-nya,

Haram = apa yang di-haramkan oleh Allah dalam kitab-nya;

Jaminan = tanggungan atau garansi atau kepastian hukum

Jaminan produk halal = kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk
yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga atau
badan yang diberikan otoritas untuk mengeluarkan sertifikat halal (pasal 1
ayat (5) uu/33/ 2014).

Konfigurasi politik demokratis = susunan sistem politik yang membuka
peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif
menentukan kebijakan negara.

Konfigurasi politik otoriter = susunan sistem politik yang menempatkan
pemerintah pada posisi yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan
negara.

Konsumen = setiap orang pemakai pangan yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk
hidup lain dan tidak diperdagangkan (pasal 1 UU/8/1999) Pemakaian barang
dan/atau jasa tersebut (zulham, 2013, p. 22). Sedangkan hukum perlindungan
konsumen = keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan
melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam
kehidupan bermasyarakat.

Perlindungan konsumen = jaminan kepastian hukum untuk memberi
perlindungan terhadap konsumen.
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Perlindungan konsumen = menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Politik hukum = kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang
diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Produk = barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat,
kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta
barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Produk hukum konservatif/ortodoks = produk hukum yang karakternya
mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan, sehingga pembuatannya
tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-
sungguh.

Produk hukum responsiffotonom = produk hukum vyang karakternya
mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun
berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat sehingga lebih mampu
mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

Staatsfundamentalnorm = sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi,

sehingga staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi negara.
Yang tidak dijelaskan-nya = yang dimaafkan
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Jaminan Produk Halal Pada Produk
lsaha Mikro Dan Kecil
Pasca Keluarnya
Undang-undang Cipta Kerja

Pengaturan kewajiban sertifikasi halal sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta
Kerja berlaku untuk semua pelaku usaha baik mikro, kecil maupun menengah (Pasal 4
UU/33/2014. Setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja bagi para pelaku Usaha Mikro
dan Kecil, cukup dengan pernyataan pelaku usaha yang hanya didasarkan pada standar
halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atau
melaui self declaire. Jaminan kehalalan pada produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil tidak didasarkan pada Proses Produk Halal (PPH) oleh Lembaga Pemeriksa
Halal (LPH). Padahal hasil dari Proses Produk Halal (PPH) itu merupakan dasar atau alasan
yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika mengeluarkan fatwa halal atas
produk tersebut,

Hal tersebut berpotensi risiko melanggar hak-hak konsumen sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 UU/8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan diadakananya
buku ini adalah untuk menganalisis politik hukum perubahan peraturan jaminan produk
halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil; ketentuan hukum jaminan produk halal pelaku
Usaha Mikro dan Kecil; dan perlindungan hukum konsumen terhadap Produk Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil. Namun pada realisasinya menunjukan bahwa 1) Politik hukum perubahan
peraturan jaminan produk halal ditarbelakangi oleh beberapa aspek, di antaranya:
kebijakan politik pemerintah yang menghendaki Indonesia sebagai pusat produsen halal
dunia; perubahan peraturan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan tujuan
negara,; dan penegakan hukum terhadap jaminan produk halal yang tidak efektif
dilaksanakan, sehingga diperlukan aturan khusus terkait dengan jaminan produk halal bagi
pelaku usaha mikro dan kecil; 2) Ketentuan hukum hukum kewajiban sertifikasi halal
berlaku untuk semua jenis dan kriteria pelaku usaha. Tetapi, prosedur pengurusan
sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil diatur secara khusus agar supaya dapat
mengakomodir hak-hak pelaku usaha dan hak-hak konsumen 3) Perlindungan hukum
secara preventif dilakukan melalui kebijakan self declare dengan menerapkan batasan,
syarat dan kriteria khusus terhadap kewajiban bersertifikat halal untuk pelaku usaha mikro
dan kecil. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif, yaitu pembebanan
sanksi administratif; pidana penjara atau pidana denda bagi pelaku usaha yang melakukan
tindakan atau pelanggaran yang dapat merugikan konsumen terkait dengan kehalalan
produk pelaku usaha.
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